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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
NOMOR 1113/VIII/TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 494/III/TAHUN 2025 
TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI 

SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

Menimbang :  a.  bahwa  untuk  mendukung  pelaksanaan  Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 diperlukan penyesuaian dan 
penguatan fokus pada proyek-proyek strategis daerah 
yang memberikan dampak langsung terhadap 
pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efisien 
dan berkelanjutan; 

b. bahwa terdapat proyek strategis daerah yang perlu 
dilakukan perubahan, penyesuaian, dan/atau 
penghapusan karena tidak lagi sesuai dengan arah 
kebijakan efisiensi belanja dan prioritas nasional 
maupun daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan 
atas Keputusan Gubernur Nomor 494/III/Tahun 2025 
tentang Penetapan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2025; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 67); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 340); 
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10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 9); 

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 
7); 

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13); 

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 
2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2025 Nomor 11); 

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 34) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 
Nomor 6). 

Memperhatikan  :  1. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2025  tentang 
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
494/III/Tahun 2025 Tentang Penetapan Proyek 
Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2025. 

3. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah Nomor 900/4300/IV/BKAD Tentang 
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
900/116/I/BKAD Tentang Pengesahan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
Anggaran 2025; 

4. Telaahan Staf Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
100.3.2/7297/BIRO PBJ, tanggal 28 Juli 2025, hal 
Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan 
Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2025. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 494/III/Tahun 
2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. 
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KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

yakni mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan 
diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 04 Agustus 2025 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 
 

 
ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 

Tembusan : 
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
2. Kepala Satgas Wilayah 4.2 Koordinasi dan Supervisi KPK RI; 
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; 
9. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan; 
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi 

Sulawesi Selatan; dan 
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
NOMOR 1113/VIII/TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 
494/III/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROYEK 
STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI 
SELATAN TAHUN 2025 

DAFTAR PERUBAHAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH 
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

 

NO. PEKERJAAN OPD PAGU 

1. Pembangunan Jalan Kawasan 
Center Point Of Indonesia (CPI) 
di Kota Makassar (Spesifikasi: 
Aspal Lebar 7 M, Saluran U- 
Ditch) 

Dinas Bina Marga 
dan Bina Konstruksi 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Rp28.828.796.220,00 

2. Pembangunan Jalan Ruas 
Tanabau - Ngapaloka - 
Patumbukang di Kab. Kep. 
Selayar 

Dinas Bina Marga 
dan Bina Konstruksi 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Rp26.130.000.000,00 

3. Pembangunan SPAM 
(Pembangunan Jaringan Pipa 
Spesifikasi: Pipa Hdpe 1000 
Mm, Panjang 6-12 Meter 
Lengkap Asesoris (bend Hdpe 
Dan Pipa Casing) 

Dinas Sumber Daya 
Air, Cipta Karya dan 
Tata Ruang Provinsi 
Sulawesi Selatan 

 

 
Rp79.504.000.000,00 

4. Pembangunan Gedung Bedah 
Sentral dan Radiologi (UPT 
RSUD Regional La 
Mappapenning Bone) 

Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Rp10.000.690.000,00 

5. Pengadaan Komputer/PC 
untuk Daerah 3T 

Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Rp2.507.100.000,00 

6. Pengadaan Komputer Kab. 
Bulukumba, Kab. Takalar dan 
Kab. Gowa 

Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Rp2.507.100.000,00 

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 
 

 
ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 

£ 


